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TINJAUAN TEORITIS

A. Pengertian Pembiayaan

Pengertian pembiayaan secara umum adalah penyediaaan uang
atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan
atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak
yang dibiaya untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah

jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.*

Menurut M. Nur Rianto Al-Arif pembiayaan atau financing adalah
pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk
mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri
maupun lembaga. Dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang

dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.?

Menurut Muhammad pembiayaan dalam arti luas berarti financing
atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung
investasi yang telah direncanakan, baik itu dilakukan sendiri maupun

dijalankan dengan orang lain. Sedangkan dalam arti sempit pembiayaan

K asmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta: PT. Reja Grafindo Persada,
2002), Edisi Ke-6, Cet. Ke-6, h. 92

M. Nur Rianto Al-Arif, Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah, (Bandung: Alfabeta,
2012), h. 42

40
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ialah pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank

syariah kepada nasabah.®

Kredit menurut istilah dalam bahasa inggris credit berarti
meminjamkan uang, credo dalam bahasa romawi berarti kepercayaan,
istilah di atas tersebut diambil dari ilmu figih yang diambil dari istilah
gard. Sedangkan gard dalam ilmu figih berarti meminjamkan uang atas

dasar kepercayaan.*

Menurut Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithza istilah
pembiayaan pada intinya berarti | Believe, | Trust, “saya percaya” atau
“saya menaruh kepercayaan”. Perkataan pembiayaan yang artinya
kepercayaan (trust),berarti lembaga pembiayaan selaku shahibul mal
menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang
diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus
disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan saling

menguntungkan kedua belah pihak.”

Dengan demikian dari beberapa definisi-definisi diatas dapat
diambil kesimpulan bahwa pembiayaan adalah penyediaan uang atau
tagihan yang dipersamakan dengan itu atas dasar kepercayaan antara
sesama untuk mendukung suatu kegiatan investas yang telah

direncanakan dengan mewajibkan pihak yang dibiayai mengembalikan

3Muhammad, Manajemen Bank Syariah, (Y ogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), h. 304

“Adiwarman Karim, Bank Isam Analisis Figih dan Keuangan, (Jakarta: The International
Ingtitute Of Ilamic Thought, 2000), h. 23

®Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, Isamic Financial Management Teori, Konsep,
dan Aplikasi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 23
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uang atau tagihan tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan

atau bagi hasil.
B. Dasar Hukum Pembiayaan

Islam tidak melarang hubungan pinjam-meminjam dalam suatu
kegiatan ekonomi, bahkan kegiatan tersebut sangat dianjurkan karena
bertujuan untuk saling membantu antara sesama manusia. Adapun dasar
hukum dibolehkannya pinjam-meminjam dalam pembiayaan tersebut
berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al-Bagarah (2) ayat 245,
ITOXS+0ONAA Lo I OVEHBNOROA Lo Fear
O IO L 2CGRORNODEOXI N DD ARO = HD

R+ 8o A= EDOLCOGO0BN PEF+ o

FOOVARINOEO70EOIAZ40 000,030+ W RO
0 MURDAY IO D & XKEB NS

Artinya: “Sapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman
yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah
akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat
ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan
(rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan®.®

Bank syariah memberikan pembiayaan dengan tujuan untuk
memperoleh pendapatan dan membantu nasabah atau masyarakat lain yang
membutuhkan dana pembiayaan tersebut dalam mengembangkan berbagai
usahanya sehingga perekonomiannya menjadi sgahtera. Sebagaimana

firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah (5): ayat 2,

®Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Surakarta: Indiva Media
Kreasi, 2009), h. 39
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Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan
dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa
dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah,
Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya™.’

C. Unsur-Unsur Pembiayaan

Pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan seperti
perbankan haruslah berdasarkan atas kepercayaan, dengan demikian pada
dasarnya pemberian pembiayaan merupakan pemberian kepercayaan
kepada pihak yang dipercaya dalam menerima pembiayaan tersebut.
Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas

pembiayaan adalah:

1. Kepercayaan, yaitu suatu keyakinan pemberi pembiayaan bahwa
pembiayaan yang diberikan (berupa uang, barang, atau jasq)
akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu dimasa
datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, dimana
sebelumnya sudah dilakukan penelitian penyelidikan tentang

nasabah baik secara intern maupun ekstern. Penelitian dan

Ibid, h. 106



penyelidikan tentang kondisi masa lalu dan sekarang terhadap
nasabah pemohon pembiayaan.

. Kesepakatan, disamping unsur kepercayaan didalam pemberian
pembiayaan/kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara
s pemberi kredit dengan s penerima kredit. Kesepakatan ini
dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing
pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

. Jangka waktu, setiagp pembiayaan atau kredit yang diberikan
memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup
jangka waktu pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka
waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah
atau jangka panjang.

. Resiko, adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan
menyebabkan suatu resiko tidak tertagihnya/macet pemberian
kredit. Semakin panjang pembiayaan/kredit semakin besar
resikonya demikian pula sebaiknya. Resiko ini menjadi
tanggungan bank, baik resiko yang disengaja oleh nasabah yang
lalai, maupun oleh resiko yang tidak disengaja. Misalnya terjadi
bencana atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur
kesengajaan lainnya.

. Balas jasa, merupakan keuntungan atas pemberian suatu
pembiayaan atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama

bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi
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kredit ini merupakan keuntungan bank. Sedangkan bagi bank
yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan
dengan bagi hasil.®

D.Jenis-Jenis Pembiayaan

1. Adapun jenisjenis pembiayaan yang diberlakukan oleh Bank
Indonesia pada Bank Umum (Termasuk Bank Konvensional dan

Bank Syariah)
1) Dilihat dari segi kegunannya

a. Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan jangka menengah dan
panjang yang ditujukan untuk melakukan investas atau
penanaman modal, seperti pembangunan pabrik, pembelian
msein-mesin pabrik, dan jasa yang diperlukan untuk rehabilitasi
maupun ekspansi usaha yang sudah ada dengan penambahan
pembelian mesin dan peralatan lainnya. Pembiayaan investasi
tersebut dapat menggunakan prinsip mudharabah, musyarakah,

murabahabh, istishna, dan ijarah.

b. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan berjangka waktu
pendek (maksimum 1 tahun) yang ditujukan untuk membiayai
kebutuhan antara lain modal kerja perusahaan milik nasabah

seperti pembelian bahan baku, persedian barang, pembayaran

8K asmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya,(Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 87
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upah/gaji karyawan. Pembiayaan modal kerja dapat menggunakan

prinsip mudharabah, murabahah, salam, dan gardh.
2) Diliihat dari segi tujuan pembiayaan

a. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang dimanfaatkan
untuk kegiatan produktif seperti pembelian kebun sawit/karet
yang nantinya bernilai aset di kemudian hari, modal kerja serta

kegiatan produksi yang menghasilkan barang atau jasa.

b. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang diberikan untuk
memperoleh barang-barang atau kebutuhan lainnya dalam rangka
memenuhi kebutuhan  konsumsi.  Menurut  Kasmir,®
kredit/pembiayaan konsumtif ialah digunakan untuk dikonsumsi

secara pribadi.
3) Dilihat dari jangka waktu pembiayaan

a. Pembiayaan jangka pendek (Short Term Financing), yaitu
pembiayaan yang berjangka waktu maksmum 1 tahun dan

biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.

b. Pembiayaan jangka menengah (Medium Term Financing), yaitu
pembiayaan yang berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun

dan biasanya digunakan untuk investasi.

K asmir, Ibid, h. 91
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c. Pembiayaan jangka panjang (Long Term Financing), yaitu
pembiayaan yang berjangka waktu lebih dari 3 tahun, seperti

kredit perumahan.
2. Pembiayaan yang khusus berlaku pada perbankan berbasis syariah

Pembiayaan pada perbankan syariah umumnya terbagi atas
beberapa jenis berdasarkan akadnya. Berikut dijelaskan ada 4 jenis

dasar transaksi pembiayaan di bank syariah tersebut secara umum yaitu:
1). Pembiayaan Berdasarkan Akad Jual-Beli

Prinsip akad jua beli dilaksanakan sehubungan dengan
adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (transfer of
property). Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan

menjadi bagian harga atas barang yang dijual .*°

Transaks jual-beli dapat dibedakan berdasarkan bentuk
pembayarannya dan waktu penyerahan barangnya, yakni sebagai
berikut:

a. Jual beli dengan akad Murabahah

Bai’i al-murabahah adalah jual beli pada harga asal dengan
tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam transaksi bai’i al-

muarabahah penjua harus memberi tahu harga pokok yang ia

YAdiwarman Karim, Bank Islam Analisis Figih dan Keuangan, (Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 2013), Ed. 5. Cet. 9, h. 97
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beli dalan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai

tambahannya.**

Murabahahadalah akad pembiayaan untuk pengadaan suatu
barang dengan menegaskan harga belinya (harga perolehan)
kepada pembeli dan pembeli membayarnya secara angsuran
dengan harga lebih sebaga laba® Dalam pelaksanaanya
Murabahah berdaarkan pesanan, perusahaan pembiayaan sebagai
penjual (ba’i) melakukan pembelian barang setelah ada

pemesanan dari konsumen sebagal pembeli.

Dalan menyediakan objek murabahah, perusahaan
pembiayaan dapat mewakilkan pembelian barang tersebut kepada
konsumen berdasarkan prinsip Wakalah, vyaitu perjanjian
(akad)dimana pihak yang memberi kuasa (muwakkil) memberikan
kuasa kepada pihak yang menerima kuasa (wakil) untuk
melakukan tindakan atau perbuatan tertentu.®* Landasan hukum

akad murabahahiaah Fatwa DSN No. 16/DSN-M UI/1X/2000.

Bank syariah dalam melaksanakan kegiatan usahanya tidak
terlepas dari landasan tuntunan Al-qur’an sebagaimana firman
Allah SWT yang terdapat dalam surat An-Nisaa ayat 29 yang

berbunyi:

M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, (Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2004), h. 143
12 Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta: Kencana, 2010), Ed.

1 Cet ke-2, h. 367

B1pbid, h. 368
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Artinya: ““Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil,
kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan
suka sama-suka di antara kamu™.**

b) Jual beli dengan akad Salam

Bai’i as-salam adalah prinsip bai’i (jual-beli) suatu barang
tertentu antara pihak penjual dan pembeli sebesar harga pokok
ditambah nila keuntungan yang disepakati, di mana waktu
penyerahan barang dilakukan dimuka (secara tunai).’> Dalam
pelaksanaan transaks salam, wajib ditetapkan spesifikasi waktu
dan tempat barang akan diterima'®Dengan demikian transaksi
jual-beli dengan akad salam di mana barang yang
diperjualbelikan ketika transaksi dilakukan, pembeli melakukan
pembayaran di muka sedangkan penyerahan barang baru
dilakukan di kemudian hari.Selain akad salam juga terdapat
akad salam paralel yaitu dengan syarat akad kedua terpisah dari

akad pertama dan akad kedua dilakukan setelah akad pertama

“Departemen AgamaRI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Surakarta: Indiva Media
Kreasi, 2009), h. 83

>Sunarto Zulkifli, Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah, (Jakarta: Zikrul
Hakim, 2004), h. 40

18 Andri Soemitra, Op. Cit, h. 371
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sah. Fatwa Dewan Syariah Nasional akad salam yaitu Fatwa No.
05/DSN/MUI/IV2000.

¢) Jual beli dengan akad istishna’

Transaksibai’i al-istishna’ adalah kontrak penjualan antara
pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang
menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha
melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut
spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli
akhir. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem
pembayaran, apakah pembayaran dilakukan di muka, melaui
cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang
akan datang.'” Selain akad istishna’ terdapat juga akad istishna’
paralel yaitu adanya kontrak kedua dengan pihak ketiga sebagai
sub kontraktor untuk memenuhi pesanan nasabah. Landasan
hukum akad istishna’ yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasiona No.

06/DSN-MUI/IV/2000.
2). Pembiayaan Berdasarkan Akad Bagi Hasl|

Pembiayaan ini ditujukan guna memenuhi kepentingan
nasabah akan modal atau tambahan moda untuk melaksanakan

suatu usaha produktif.®® Secara umum prinsip bagi hasil dalam

YMuhammad Syafi’i Antonio, Op. Cit, h. 113
8\ uhammad Nadratuzzaman, Produk Keuangan Islam di Indonesia dan Malaysia,
(Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 37
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perbankan syariah dapat dilakukan dengan empat macam akad,
yaitu akad al-murabahah, al-musyarakah, al-muzara’ah, dan al-
musagah. Berikut penjelasan masing-masing dari macam-macam

akad tersebut.

a) Bagi Hasil Akad Mudharabah

Mudharabah atau giradh termasuk dalam kategori syirkah.
Dikarenakan bentuk kegiatannya hampir sama.Definisi akad
mudharabahitu sendiri ialah akad kerjasama usaha antara dua
pihak di mana pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh
(100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola
(mudharib). Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi
menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan
apabila mengalami kerugian ditanggung oleh pemilik modal
selama kerugian itu bukan kelalaian s pengelola. Seandainya
kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian s
pengelola, s pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian
tersebut.®Landasan hukum akad mudharabah yaitu Fatwa DSN

No. 07/DSN-MUI/1V/2000.

Faktor-faktor yang harus ada (rukun) dalam akad

mudhar abah adal ah:

Muhammad Syafi’i Antonio, Op. Cit, h. 95
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1. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha).
2. Objek mudharabah (modal dan kerja).

3. Persetujuan kedua belah pihak.

4. Nisbah keuntungan.?

b) Bagi Hasil Akad Musyarakah

Akad Musyarakah merupakan skim pembiayaan di mana
bank dan nasabah sama-sama memiliki kontribusi dana dalam
menjalankan usaha. Pengembalian hasil usaha tergantung kepada
nisbah bagi hasil yang disepakati nasabah dan bank. Semakin
tinggi kinerja usaha nasabah, semakin tinggi pula bagi hasil untuk

masing-masing pihak.*

Secara singkat namun jelas menurut Syafi’i Antonio akad
Musyarakah yaitu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih
untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak
memberikan kontribusi dana (amal/expretise) dengan kesepakatan
bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai
dengan kesepakatan.?? Adapun Fatwa Dewan Syariah Nasiona
tentang akad musyarakah yaitu Fatwa DSN No. 08/DSN-

MUI/1V/2000.

Adiwarman Karim, Op. Cit, h. 205

“Nurul Huda dan Muhammad Haykal, Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan
Praktis, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 65

“Muhammad Syafi’i Antonio, Op. Cit, h. 90



53

c) Bagi Hasil Akad Muzara’ah

Muazara’ah adalah suatu akad kerjasama antara dua orang,
d mana pihak pertama yaitu pemilik tanah menyerahkan
tanahnya kepada pihak kedua yaitu penggarap, untuk diolah
sebagal tanah pertanian dan hasilnya dibagi dantara mereka
dengan perimbangan setengah-setengah, atau sepertiga, dua
pertiga, atau lebih kecil atau lebih besar dari nisbah tersebut,

sesuai dengan hasil kesepakatan mereka ®
d) Bagi Hasil Akad Musagah

Musagah adalah akad antara pemilik dan pekerja untuk
memelihara pohon, sebagai upahnya adalah buah dari pohon yang

diurusnya.®
3). Pembiayaan Berdasarkan Akad SewaMenyewa

Daam garan islam istilah sewa menyewa ini dibedakan
menjadi dua bentuk yaitu: Al-ljarah dan Al-ljarah Muntahiya

Bittamlik.
a) SewaMenyewaAkad Al-ljarah

Jenis pembiayaan ini diberikan kepada nasabah yang ingin

mendapatkan manfaat atas suatu barang tertentu tanpa perlu

ZAhmad Wardi Muslich, Figih Muamalat, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 394
“Hendi Suhendi, Figih Muamalah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 147



memilikinya. Pihak bank dapat menyewakan objek sewa yang
dikehendaki nasabah dan pihak bank mendapatkan uang sewa
(ujrah) yang besarnya sesuai kesepakatan.?® Landasan syariah
akad ini adalah Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/1V/2000

tentang Pembiayaan ljarah.
b) Sewa Menyewa Akad Al-ljarah Muntahiya Bittamlik (IMBT)

l[jarah Muntahiya Bittamlik(IMBT) adalah transaksi sewa
dengan perjanjian untuk menjual atau menghibahkan objek sewa
di akhir periode sehigga transaksi ini di akhiri dengan alih
kepemlikan objek sewa. Dalam akad IMBT tersebut klausal akad
dapat diformulasikan sebagai berikut ““jika penyewa (pihak
kedua) telah menyelesaikan pembayaran angsuran terakhir sewa
aset di masa depan, maka pihak pertama (muajjir) akad menjual
aset tersebut kepada pihak kedua (penyewa) seharga sekian”.
Keduanya sepakat jumlah tentang cicilan sewa, masa penyewaan
dan harga jual barang di akhir sewa.®®Landasan syariah akad ini
adalah Fatwa DSN-MUI No. 27/DSN-MUI/111/2000 tentang al-
ljarah al-Muntahiya bi al-Tamlik atau al-ljarah wa al-Iqgtina.

Berbagai bentuk alih kepemilikan akad IMBT antaralain:

1. Hibah di akhir periode

2. Hargayang berlaku pada akhir periode

“Muhammad Nadratuzzaman, Op.Cit, h.37
“Nurul Huda dan Muhammad Haykal, Op. Cit, h. 86
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3. Harga ekuivalen dalam periode sewa
4. Bertahap selama periode sewa.®’
4). Pembiayaan Berdasarkan Akad Pinjam-Meminjam

Pada prinsipnya akad berdasarkan pinjam-meminjam ini
pihak bank tidak boleh mengambil keuntungan dari nasabah
sedikitpun, kecuali hanya sebatas biaya administrasi yang benar-
benar dipergunakan oleh pihak bank dalam proses pembiayaan.
Adapun akad pinjam-meminjam tersebut terdiri dari dua macam

yaitu, pembiayaan Qardh dan Qardh al-Hasan.
a) Pinjaman Berdasarkan Akad Qardh

Akad al-Qardhadalah pemberian harta kepada orang lain
yang dapat ditagih atau diminta kembali. Dengan kata lain al-
Qardh berarti meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.
Dalam literatur figih klasik, gardh dikategorikan dalam akad
tathawwul atau akad saling membantu dan bukan transaksi
komersial atau dapat juga dikatakan suatu akad pembiayaan
kepada nasabah tertentu dengan ketentuan bahwa nasabah wajib
mengembalikan dana yang diterimanya kepada Lembaga
Keuangan Islam (LK) pada waktu yang telah disepakati oleh LKI

dan nasabah.?® Landasan hukum yang terkait dengan gardh sesuai

“"Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: Rgjawali Pers, 2011), h. 103
“Nurul Huda dan Muhammad Haykal, Op. Cit, h. 58
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dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 19/DSN/-

MUI/IX/2000.
b) Pinjaman Berdasarkan Akad Qardh Al-Hasan

Pinjaman Qardh al-Hasan adalah jenis pinjaman yang
diberikan kepada pihak yang membutuhkan dengan kriteria

tertentu. Pinjaman ini bersifat sosial.?®

E. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan

Pemberian suatu fasilitas pembiayaan mempunyai tujuan tertentu,
tujuan pemberian pembiayaan tersebut tidak akan terlepas dari misi bank
tersebut didirikan. Adapun tujuan utama pemberian pembiayaan adalah

antaralain:
1. Mencari keuntungan

Yatu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian
pembiayaan tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk keuntungan

yang diterimadari usaha yang dikelola oleh bank dan nasabah.

Keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup bagi bank jika
bank yang terus menerus menderita kerugian, maka besar kemungkinan

bank tersebut akan dilikuidir (dibubarkan).

“Muhammad Nadratuzzaman, Op. Cit, h. 39
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2. Membantu usaha nasabah

Tujuannya adalah untuk membantu usaha nasabah yang
memerlukan dana, baik danainvestasi maupun dana untuk modal kerja.
Dengan dana tersebut maka pihak debitur akan dapat mengembangkan

dan memperluaskan usahanya.
3. Membantu pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak pembiayaan yang disalurkan oleh
pihak perbankan maka semakin baik, mengingat semakin banyak
pembiayaan berarti adanya peningkatan pembangunan diberbagai
sektor.Keuntungan bagi dengan menyebarnya pemberian pembiayaan

adalah:

a. Peneriman pajak, dari keuntungan yang diperoleh nasabah dari

bank
b. Membuka kesempatan kerja
c. Meningkatkan jumlah barang dan jasa
d. Menghematkan devisa negara

e. Meningkatkan devisa negara®

%K asmir, Dasar-Dasar Perbankan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 105
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Selain memiliki tujuan tesebut diatas suatu pembiayaan pada
perbankan secara umum juga memiliki fungsi dalam kehidupan

perekonomian yang modern saat ini antaralain:

1. Pembiayaan dapat meningkatkan daya guna utility dari uang

Maksudnya jika uang hanya dismpan sga tidak akan
menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya pembiayaan
uamg tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa

oleh si penerima pembiayaan.

2. Pembiayaan dapat meningkatkan daya guna dari barang

Pembiayaan yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh
s debitur untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi berguna

atau bermanfaat.

3. Pembiayaan meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Daam ha ini uang yang disalurkan akan beredar dari satu
wilayah ke wilayah lainnya sehingga suatu daerah yang kekurangan
uang dengan memperoleh pembiayaan maka daerah tersebut akan

memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.

4. Pembiayaan adal ah salah satu alat stabilitas ekonomi

Dengan memberikan pembiayaan dapat dikatakan sebagai

stabilitas ekonomi karena dengan adanya pembiayaan yang diberikan
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akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat.
Kemudian dapat pula pembiayaan membantu dalam mengespor barang

dari dalam negeri keluar negeri sehingga meningkatkan devisa negara.
5. Pembiayaan dapat meningkatkan kegairahan berusaha masyarakat

Bagi sipenerima pembiayaan tentu akan meningkatkan kegairahan

berusaha, apalagi bagi nasabah yang memang modal nya pas-pasan.

211

$Muchdarsyah Sinungan, Manajemen Dana Bank, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1997), h.
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